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Yogya Gencarkan Sosialisasi Struktur Skala Upah

YOGYA (MERAPI) - Dinas Sosial Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
menggencarkan sosialisasi struktur dan skala
upah yang wajib dimiliki perusahaan selaku
pemberi kerja sesuai amanat Peraturan Peme-
rintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Peng-
upahan.

”Strukt.ur dan skala upah ini sifatnya wajib.
Seluruh perusahaan harus memilikinya. Hari
ini, kami melakukan sosialisasi untuk 50 per-
usahaan dan akan dllan_]utkan untuk perusa-

} lain. lisasi terus berke-
lanjutan kata Kepala Dinas Sosial Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Mar-
yustion Tonang dilansir dari Antara di Yogya-
karta, Selasa (2/11).

Menurutnya, struktur dan skala upah terse-
but akan menjadi pedoman pemberian upah
bagi pekerja yang sudah bekerja lebih dari 12
bulan sehmgga tidak lagi mengacu pada keten-
tuan upah minimum kota (UMK) yang berlaku.

Selama ini, kata dia,
masih banyak pendapat

tapan UMK. "UMK ha-
nya berlaku bagi pekerja
yang baru bekerja dari
nol bulan hingga 12 bu-
lan. Jika seorang sudah
bekerja lebih dari 12 bu-
lan, maka pemberian
upah mengacu pada
struktur dan skala up-
ah,” katanya.

Penyusunan struktur
dan skala upah tersebut
didasarkan pada sejum-
lah indikator seperti, go-
longan, pendidikan,
kompetensi, masz kerja,
hingga jabatan.

Dinas Sosial Tenaga
Kerja dan Transmigrasi
Kota Yogyakarta dapat
memberikan pendam-
pingan terhadap perusa-
haan dalam penyusunan
struktur dan skala upah.
"Selain sosialisasi, pe-
mantauan kepada per-
usahaan terkait penyu-
sunan stfuktur dan
skala upah juga kami la-
kukan,” katanya.

Pemantauan kepemi-
likan struktur dan skala
upah dapat dilakukan
saat perusahaan memin-
ta pengesahan peratur-
an perusahaan atau saat
mengajukan perjanjian
kinerja dengan pekerja.

"Untuk dua kebutuh-

an tersebut, perusahaan wajib melampirkan
struktur dan skala upah,” katanya yang me-
nyebut akan terus melakukan sosialisasi se-
hingga seluruh perusahaan di Kota Yogyakarta
memiliki struktur dan skala upah.

Sedangkan untuk pelaksanaan pengupahan,
Maryustion mengatakan, tidak menerima adu-
an dari pekerja yang mendapat upah di bawah
nilai UMK yang berlaku. "Tidak ada keluhan
terkait pembayaran UMK. Jika ada, maka ka-
mi pun membuka ruang bagi pekerja untuk
menyampaikan keluhan,” katanya.

Pada 2022, UMK Kota Yogyakarta ditetap-
kan sebesar Rp 2.153.970 per bulan sedangkan
Upah Minimum Provinsi (UMP) DIY ditetap-
kan Rp 1.840.915,53 per bulan.

Ia pun berharap perusahaan mematuhi selu-
ruh aturan terkait pengupahan dan tidak me-
lakukan tindakan di luar regulasi seperti pemo-
tongan upah saat karyawan menerima bantu-
an dari pemerintah. > *)
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